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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat- 

Nya, Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan 

Inovasi Kota Makassar Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. 

Laporan ini kami susun untuk memberikan informasi mengenai kebijakan dan program 

riset serta inovasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui 

BRIDA. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan riset dan inovasi dengan 

kebutuhan pembangunan kota, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, 

meminimalkan hambatan implementasi kebijakan, serta mendorong inovasi berbasis bukti 

yang dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. 

Melalui forum ini, diharapkan tercipta ekosistem riset dan inovasi yang lebih 

integratif, kolaboratif, dan inklusif, sehingga dapat meningkatkan kontribusi riset dalam 

pengambilan kebijakan strategis dan mempercepat pencapaian visi pembangunan Kota 

Makassar yang maju, inovatif, dan berdaya saing. 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi ini kami susun. Semoga laporan ini dapat memberikan 

manfaat dan menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan riset dan inovasi yang lebih baik 

di masa mendatang. Terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Transformasi Balitbangda menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) oleh 

Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 27 Desember 2023 yang diimplementasikan 

dalam Peraturan Wali Kota Makassar pada tanggal 26 November 2024 merupakan langkah 

strategis dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah. Perubahan ini sejalan 

dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, 

Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Peraturan Badan 

Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di 

Daerah. BRIDA diharapkan menjadi otak pemerintahan yang menyediakan rekomendasi 

kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk pembangunan yang terukur, inklusif, 

dan berkelanjutan di Kota Makassar. Forum perangkat daerah bertema “Sinergi dan 

Konsolidasi Memperkuat Riset dan Inovasi Daerah untuk Makassar Terus Dua Kali Tambah 

Baik” diselenggarakan sebagai upaya untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis antar 

perangkat daerah dalam mendorong pertumbuhan riset dan inovasi, serta menghasilkan 

kebijakan berbasis bukti yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan 

secara efektif. 

Kegiatan forum koodinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi daerah 

Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 diselenggarakan dengan metode komunikasi dua arah, 

perangkat daerah dan masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pelaksana 

riset dan inovasi atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan penguatan kualitas 

dan mutu hasil riset dan inovasi daerah yang dimanfaatan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan: 

a. Menyelenggarakan kebijakan riset dan inovasi daerah. 

b. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan. 

c. Mengidentifikasi tantangan dan solusi strategis. 

d. Mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) 

e. Meniptakan ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing.  
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Manfaat : 

a. Meningkatkan kerja sama dan sinergi antar berbagai pihak yang terlibat dalam riset 

dan inovasi, sehingga menghasilkan program yang lebih efisien dan berdampak besar. 

b. Menyelaraskan program riset dan inovasi, menghindari duplikasi kegiatan, dan 

memastikan sumber daya digunakan secara optimal. 

c. Memastikan kebijakan daerah berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga lebih 

relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan. 

d. Memberikan ruang untuk pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan diskusi yang dapat 

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang riset dan inovasi. 

e. Memfasilitasi terciptanya inovasi unggul yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan daerah secara efektif dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Kota Makassar 

yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian da Pengembangan Daerah Kota Makasssar 

dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan melibatkan pihak terkait diantaranya: 

1) Inspektorat Kota Makassar, 

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 

3) Dinas Pendidikan Kota Makassar 

4) Dinas Kesehatan Kota Makassar 

5) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 

6) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar 

7) Dinas Perumahanan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar 

8) Satpol PP Kota Makassar 

9) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar 

10) Dinas Sosial Kota Makassar 

11) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 

12) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 

13) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makasssar 
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14) Dinas Pertahanan Kota Makassar 

15) Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 

16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 

17) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 

18) Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar 

19) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar 

20) Dinas Koperasi UKM Kota Makassar 

21) DPMPTSP Kota Makassar 

22) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar 

23) Dinas Pariwisata Kota Makasssar  

24) Dinas Perdagangan Kota Makassar 

25) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar 

26) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar 

27) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 

28) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota 

Makassar 

29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar 

30) Kecamatan Biringkanaya 

31) Kecamatan Tamalanrea 

32) Kecamatan Makassar 

33) Kecamatan Mamajang 

34) Kecamatan Manggala 

35) Kecamatan Mariso 

36) Kecamatan Panakkukang 

37) Kecamatan Rappocini 

38) Kecamatan Tallo 
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39) Kecamatan Bontoala 

40) Kecamaatan Tamalate 

41) Kecamatan Ujung Pandang 

42) Kecamatan Ujung Tanah 

43) Kecamatan Wajo 

44) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 

45) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar 

46) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan  Setda Kota Makassar 

47) Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat  Setda Kota Makassar 

48) Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Makassar 

49) Ketua LPPM Universitas Hasanuddin 

50) Ketua LPPM Universitas Pancasakti 

51) Ketua LPPM Universitas Negeri Makassar 

52) Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

53) Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Makassar 

54) Ketua LPPM Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar 

55) Ketua LPPM Institut Bisnis dan Keuangan Nitro 

56) Ketua LPPM Universitas Bosowa 

57) Ketua LPPM Universitas Fajar 

58) Ketua LPPM Universitas Muslim Indonesia Makassar 

59) Ketua LPPM Politikenik STIA LAN Makassar 

60) Ketua LPPM Universitas Indonesia Timur 

61) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah pada Badan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Kota Makassar 

62) Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Daerah  pada Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kota Makassar 
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63) Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah pada Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kota Makassar 

64) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan  pada Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kota Makassar 

65) Rachmatan, ST., MM (Fungsional Peneliti Ahli Muda) 

66) Andi Suliana, SP (Fungsional Peneliti Ahli Muda) 

67) Budi Armansyah, S.Sos., M.Si (Peneliti Ahli Pertama) 

68) Ismaniar Ismail, S.Sos., M.Si (Peneliti Ahli Pertama) 

69) Andi Ilham Mulya Adam, S.E (Analisi Kebijakan Ahli Pertama) 

70) Ani Syachriani, S.Sos (Analis Kebijakan Ahli Pertama) 
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BAB II 

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI DAN SINKRONISASI RISET 

DAN INOVASI DAERAH 

 
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Kota Makassar 

dilaksanakan di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Pada Hari Kamis, Tanggal 06 Februari 2025 

pada pukul 08.00 s.d selesai. 

2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota Makassar mewakili Wali Kota Makassar. Adapun pihak terkait 

yang dilibatkan dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan 

Inovasi Kota Makassar Tahun 2025 yaitu : 

a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar; 

b. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar 

c. Media Massa/Pers; dan 

d. Tokoh Masyarakat. 

 
2.3 Metode Pelaksanaan FKP 

Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi pada Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar diselenggarakan dengan metode tatap 

muka. 

2.4 Susunan Acara FKP 

Susunan acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi 

Daerah Kota Makassar yaitu : 

 

WAKTU ACARA PELAKSANA 

10.00 – 10.10 Registrasi Peserta Panitia 

10.10 – 10.15 Pembukaan dan Sambutan Kepala Badan 

 
10.15 – 11.00 

Paparan dari Bappelitbangda 

Provinsi Sulawesi Selatan 
Kepala Bappelitbangda Provinsi 

Sulawesi Selatan/Diwakili Oleh 

Ibu Dermayana Arsal, S.Hut, 
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MP, Ph.D 

11.00 – 11.45 Paparan dari Bappeda Kota 
Makassar 

Kepala Bappeda Kota 
Makassar/Diwakili Oleh Ibu 
Faridah, SE, MM 

11.45 – 12.15 Diskusi Tanya Jawab 
Perangkat Daerah dan 

Stakeholder 

 
12.15 – 12.30 

Perumusan Berita Acara 

Kesepakatan Forum Konsultasi 

Publik 

 
Tim Teknis 

 
12.30 – 12.45 

 
Penutupan 

Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota 

Makassar 
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BAB III 

HASIL PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

RISET DAN INOVASI 

3.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masukan dari peserta Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Riset dan 

Inovasi , maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring yaitu : 

a. Sosialisasi Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Tata Kelola Riset dan Invoasi di Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Darah Kota 

Makassar belum maksimal. 

b. Belum tersinkronisasi dan terintegrasinya riset dan inovasi daerah yang terpusat pada 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. 

c. Dokumen Perencanaan hanya bersifat administratif, tidak menjadi panduan strategis 

yang harus berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat. 

d. Masih rendahnya sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM Iptek) 

yang tersedia. 

e. Rendahnya dukungan anggaran dan infrastruktur riset dan inovasi daerah. 
 
 

3.2 Analisis 

a. Sosialisasi terhadap Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 

2023 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 yang belum optimal menunjukkan 

adanya hambatan komunikasi dan distribusi informasi kepada pemangku 

kepentingan. Akibatnya, pemahaman terhadap tata kelola riset dan inovasi serta 

pembentukan nomenklatur BRIDA belum merata, sehingga implementasi kebijakan 

tidak berjalan secara efektif. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 

memperburuk proses ini dan menghambat upaya penguatan riset dan inovasi 

daerah. 

b. Ketidaksinkronan riset dan inovasi yang terpusat pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota Makassar mencerminkan lemahnya kolaborasi antar 

perangkat daerah. Hal ini mengakibatkan fragmentasi program riset dan inovasi, di 
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mana setiap instansi bekerja secara parsial tanpa mengacu pada rencana strategis 

terpadu. Akibatnya, potensi riset yang seharusnya dapat memberikan dampak 

signifikan bagi pembangunan daerah menjadi kurang optimal. 

c. Sebagai kota yang terus berkembang dan bertransformasi, Makassar memerlukan 

pendekatan perencanaan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, 

tetapi juga memperkuat inovasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi. 

Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta forum untuk melihat perencanaan 

ini bukan sebagai dokumen yang hanya bersifat administratif, tetapi sebagai 

panduan strategis yang harus berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat. 

d. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Iptek) menghambat pengembangan riset dan inovasi 

di Kota Makassar. SDM Iptek yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan 

kompetensi melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan kolaborasi dengan institusi 

riset maupun akademisi. Tanpa SDM yang mumpuni, inovasi yang dihasilkan 

cenderung kurang relevan atau tidak mampu menjawab tantangan pembangunan 

e. Dukungan anggaran dan infrastruktur riset yang rendah menjadi kendala utama 

dalam menciptakan ekosistem riset yang produktif dan berkelanjutan. Kurangnya 

alokasi dana menghambat pengadaan fasilitas laboratorium, teknologi pendukung, 

dan sarana lainnya yang esensial untuk inovasi. Hal ini juga membatasi ruang 

lingkup riset yang dapat dilakukan, sehingga inovasi yang lahir tidak mampu 

bersaing atau memberikan solusi optimal terhadap permasalahan daerah. 
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3.3 Rencana Aksi 
 

No. Identifikasi Masalah 
Usulan Rekomendasi 

Perbaikan 
Penjelasan 

1. Sosialisasi Peraturan 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional Nomor 5 Tahun 

2023 tentang Tata Kelola 

Riset dan Invoasi di 

Daerah dan Permendagri 

Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pedoman, 

Pembentukan,   dan 

Nomenklatur Badan Riset 

dan Inovasi Darah Kota 

Makassar  belum 

maksimal. 

. 

Meningkatkan Sosialisasi 

Kebijakan Riset dan Inovasi 

Pemerintah Kota Makassar 

perlu mengintensifkan 

sosialisasi Peraturan Badan 

Riset dan Inovasi Nasional 

Nomor 5 Tahun 2023 dan 

Permendagri Nomor 7 

Tahun 2023 melalui forum- 

forum diskusi, pelatihan, 

dan media komunikasi yang 

lebih inklusif. Hal ini 

bertujuan agar pemahaman 

seluruh pemangku 

kepentingan terhadap 

regulasi ini meningkat, 

sehingga implementasi 

kebijakan dapat berjalan 

efektif dan sesuai dengan 

prinsip tata kelola riset dan  

inovasi daerah. 

2. Belum tersinkronisasi Mengintegrasikan   Diperlukan langkah konkret 

untuk menyelaraskan riset 

dan inovasi yang dilakukan 

oleh berbagai perangkat 

daerah dengan BRIDA 

sebagai pusat koordinasi. 

 dan terintegrasinya riset  dan Menyinkronkan  

 dan inovasi daerah yang Riset Daerah  

 terpusat pada Badan   

 Penelitian dan   

 Pengembangan Daerah   
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 Kota Makassar.   Penyusunan roadmap riset 

daerah yang komprehensif 

dan terintegrasi, serta 

penguatan kolaborasi 

antarinstansi,  sangat 

penting untuk menghindari 

fragmentasi program dan 

memastikan bahwa riset 

yang dilakukan mendukung 

prioritas    pembangunan 

Kota Makassar. 

 3. Dokumen Perencanaan 

hanya bersifat 

administratif, tidak 

menjadi panduan strategis 

yang harus berorientasi 

pada solusi nyata bagi 

masyarakat. 

 Meningkatkan  

 Dokumen 

 Perencanaan 

 Sebagai Panduan 

 Strategis 

 yang harus 

 berorientasi 

 pada solusi 

 nyata bagi 

 masyarakat 

 Riset dan inovasi bukan hanya 

output yang diberikan tapi 

lebih dari itu. Inovasi adalah 

kunci untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif dalam 

pembangunan. Pembangunan 

berkelanjutan tidak akan 

tercapai tanpa adanya sistem 

yang mendukung penciptaan 

pengetahuan dan inovasi yang 

terus berkembang. kami 

mengajak seluruh peserta 

forum untuk melihat 

perencanaan ini bukan sebagai 

dokumen yang hanya bersifat 

administratif, tetapi sebagai 

panduan strategis yang harus 

berorientasi pada solusi nyata 

bagi masyarakat 

4. Masih rendahnya sumber 

daya manusia Ilmu 

Meningkatkan Kapasitas 

SDM Iptek 

Pemerintah perlu 

menginvestasikan 

 Pengetahuan dan  sumber daya dalam 

 Teknologi (SDM Iptek)  pengembangan SDM di 

 yang tersedia.  bidang ilmu pengetahuan 

   dan teknologi melalui 

   pelatihan, pendidikan, 
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   serta kolaborasi dengan 

   institusi riset dan 

   universitas. Program 

   beasiswa, pelatihan 

   teknis, dan pertukaran 

   pengetahuan dapat 

   membantu menciptakan 

   SDM Iptek yang 

   kompeten dan mampu 

   mendukung inovasi 

berbasis bukti untuk 

kemajuan daerah. 

5. Rendahnya dukungan Memperkuat Dukungan Alokasi  anggaran  yang 

 anggaran dan Anggaran dan Infrastruktur memadai untuk riset dan 

 infrastruktur riset dan  inovasi harus menjadi 

 inovasi daerah.  prioritas, didukung oleh 

   pembangunan 

   infrastruktur seperti 

   laboratorium, fasilitas 

   teknologi, dan sistem data 

   berbasis digital. Selain 

   itu, pemerintah dapat 

   mendorong kemitraan 

   dengan sektor swasta dan 

   lembaga internasional 

   untuk mendapatkan 

   dukungan tambahan 

   dalam mendanai program 

   riset yang strategis dan 

   berkelanjutan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Demikian laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Kota Makassar Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat 

dijadikan acuan sebagai tindak lanjut perbaikan pelayanan pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota Makassar. Sekian dan terimakasih. 

 
 

 
Kota Makassar, 06 Februari 2025 
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LAMPIRAN 
 

 
1. Lampiran I Surat Undangan 
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2. Lampiran II Berita Acara yang di tandatangani 
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3. Lampiran III Salinan Daftar Hadir 
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4. Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan 
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